BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan.

1. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang pada Perempuan dan Anak sebagai
penyebab menjadi warga binaan di PSKW Andam Dewi Suka Rami
Kabupaten Solok.

a. Mengenai penyebab anak perempuan menjadi warga binaan di panti
sosial PSKW Andam Dewi Kota Solok dengan rangkuman adanya
Kekerasan dan Eksploitas Banyak anak perempuan menjadi warga
binaan karena menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau seksual.
Mereka seringkali mencari perlindungan dari situasi yang tidak aman
atau merugikan di rumah atau masyarakat. Pengabaian dan Penelantaran
Anak perempuan yang mengalami, baik dalam hal kebutuhan dasar,
pendidikan, atau perhatian emosional, seringkali memerlukan bantuan
dan perlindungan yang disediakan oleh panti sosial. Kondisi Ekonomi
dan Sosial Faktor kemiskinan dan kondisi sosial yang buruk dapat
menyebabkan anak perempuan terpaksa menjadi warga binaan, terutama
jika keluarga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar atau
memberikan lingkungan yang stabil.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi pelanggaran
ham sebagai penyebab Perempuan dan Anak menjadi warga binaan PSKW
Andam Dewi Suka Rami Kabupaten Solok.

Dalam proses rehabilitasi sosial di Panti Sosial Karya Wanita

(PSKW) Andam Dewi, pengelola menghadapi berbagai kendala dalam
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mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebabkan

anak perempuan menjadi warga binaan. Berikut adalah beberapa kendala

utama:

a.

b.

Trauma Mendalam pada Korban
Banyak anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau
perdagangan manusia mengalami trauma berat.

Mereka sulit mempercayai orang lain, termasuk petugas rehabilitasi.

. Masyarakat sering kali memandang negatif anak perempuan yang pernah

menjadi korban eksploitasi seksual atau perdagangan manusia.

. Hal ini membuat mereka sulit untuk kembali ke lingkungan asal atau

mendapatkan kesempatan kerja yang layak.
Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas
PSKW sering mengalami keterbatasan anggaran untuk memberikan

layanan rehabilitasi yang optimal.

. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Warga Binaan

Banyak anak perempuan yang menjadi warga binaan memiliki

pendidikan rendah atau bahkan putus sekolah.
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3. Upaya-Upaya pemerintah untuk mengatasi Kendal-kendala yang dihadapi
pemerintah terhadap pelanggaran HAM sebagai penyebab Perempuan dan
anak menjadi warga binaan PSKW Andam Dewi Rehabilitasi Psikososial
Memberikan konseling dan dukungan psikologis untuk membantu anak
perempuan mengatasi trauma dan stres akibat pengalaman yang mereka
alami. Ini termasuk terapi individual dan kelompok.Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan menyediakan akses ke pendidikan formal dan non-
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formal serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan mereka ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka
menghadapi kehidupan setelah meninggalkan panti sosial. Perlindungan dan
Keamanan menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi untuk anak
perempuan, jauh dari potensi kekerasan dan eksploitasi. Ini mencakup
pengaturan tempat tinggal yang aman dan pengawasan Yyang
ketat.Pendampingan Sosial melakukan pendekatan kepada keluarga dan
masyarakat untuk memastikan reintegrasi yang lancar dan dukungan yang
berkelanjutan setelah anak perempuan meninggalkan panti sosial.
Koordinasi dengan lembaga lain bekerja sama dengan lembaga pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk memperkuat jaringan
dukungan dan memfasilitasi akses ke layanan tambahan yang mungkin
diperlukan. Program pengembangan diri menyediakan kegiatan yang
mendukung pengembangan diri, seperti keterampilan hidup, manajemen
emosi, dan peningkatan rasa percaya diri. Upaya-upaya ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan, dukungan, dan kesempatan bagi anak

perempuan untuk sembuh dan memulai kehidupan baru yang lebih baik.
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B. Saran

Rehabilitasi Holisti mengembangkan program rehabilitasi yang lebih
komprehensif yang mencakup dukungan psikososial, pendidikan, pelatihan
keterampilan, dan kesehatan. Pendekatan holistik membantu memenuhi
berbagai kebutuhan individu dan memfasilitasi pemulihan yang lebih efektif.

Program  Pemberdayaan =~ Ekonomi  menyediakan  program
pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal
usaha kecil, untuk membantu penghuni memperoleh keterampilan dan
kesempatan kerja setelah meninggalkan panti sosial.

Pendekatan Personalisasi menyusun rencana rehabilitasi individual
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing penghuni,
untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi Inovasi dalam

Pendanaan dan Sumber Daya:

o

Menjelajahi berbagai sumber pendanaan,

=3

seperti donasi, hibah, dan kemitraan,

o

untuk mendukung program-program panti sosial dan

o

memastikan keberlanjutan kegiatan.
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